
GUBERNUR BENGKULU

PORATURAN CiUBERNUR BENGKU LU

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGEzu KEBERBAKATAN

OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU

Jr.1Lrr\ 1.\l\

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU.

bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat

unluk memperoleh pendidikan di daerah. khususnya baei

perserta didik yang memiliki bakat istimewa di bidang

olahraga. periu menyeienggarakan satuan pendidikan

khusus berupa Sekolah Menegah Atas Keberbakatan

Ctjahraea di Provinsi Benqkulu:

baltwa ketentuan Pasal 136 Peratu.an Pemerintah Nomor 17

Tahun 201O tentang Pengelolaan dan Penyelenegaraan

Pendidikan, mengamanatkal Pemerintah Provinsi berwenang

menyelenggarakan oaling sedikit satu satual pendidikan

khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan

dan/atau bakat isrimewa di daerah:

bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud

pa.ia huruf a <ian hurui b, periu menerapkan Peraruran

Gubernur BenBklrhr tentang Penyelenggaraan Sekolah

Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga Pemerintah

Daerah Provinsi Bengkulu;

Undang-Undang Nomor 9 Taiun 1967 tentang Pembentukan

Propinsi Bengkuiu llrmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan l,€mbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 2828)l

Menimbang

b.

c.

Mengingat : 1.
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem

rcnciiri:xan,\asronal lLer'r'roaran r\egara kepunl,K tnoorrrsra

'fahLln 2003 N.rmor 78, Tamtrahan Lemba!-an Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

Undane-Unciang Nomor L2 'l'ahun 201l tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Ncgara Reoublik lndonesia ]'ahun 2U 11 Nomor 82.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Femerinrahan Daeral lirmbaran Negara Repubiik indonesia

'fithul: 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telai diubah

bcbcrapa kali, icrakhir dcngan Undarig Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

NoDror 23 Tahun 2014 tentanp Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahal Lembaran Neeara Reoublik Indonesia Nomor

5a7S',l;

Peraluran Pemerintah Nomor 20 Tahun i968 teDtans

Berlakunya Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan

Peiaksanaan Pemenntahan cii Propinsr Bengkulu (l-€mbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1968 Nomor 34,

Tanbahan Lembaran Negara RepLlbiik Indonesia Nomor

2854):

Peraturan Pemerlntah Nomor l9 'lahun 2005 tentang

Standar Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2U05 Nomor 41. Tambahan irmbaran Negara

Rlpublik lndonesia Nomor 4 4q6):

Peraturan Pemerrntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Reoublik lndonesra 'I ahun 2005 Nomor 54. 'l'ambahan

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentanq

Pendanaan Pendidikan (l,embaran Negara Republik

indonesia Tahun 2009 Nomor 91. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO tentang

Pengeioiaan dan Penyeleng{aaraan PendiolKan (LemDaran

Negara Reprthlik Indonesia Tahrrn 2010 Nomor 23,

Tambahan knbaran Negara Republik lndonesia Nomor

5105) sebagaimana telah diubah dengai Pcraturaii

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 1/ 'l'ahun 20iu tentang

Pengelolaan dan Pcnyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Tahun 20iO Nomor 112.

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesja Nomor

5t5/tl

lO. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun

2006 tentang Pembinaan Prestasi Anak yane Memiliki

Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat lstimewa;

l l.Peraturan Menterl Pendidikan Nasional Nomor 70 Taiun
2009 tentang Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Yang

Memlhki Kelainan dan Memrhk Potensi Kecerdasan

dan/atau Bakat Istimewa;

MEMUl'USXAN:

Menet.rpkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN

SEKULAiI Mi,Ni-N(rAH AiAS NE(rI,KT b.EbLKtJAiLA i AI\

OIAHRAGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU,

BAB I
KEI'ENTUAN U[,iUM

Pasal I

i)aiam Peratural Gubcrnur irri, yang dirnaksud dengan :

1. Daerah adalah Proyinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Daerah adaiah Pemerintah Daerah Provinsi

Bengkulu.

3. Gubernur adalah Cubernur tsenskulu.

4. Dinas Pendidikan adalah Satuan kerja Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsr Bengkuiu yang menangani urusan

pemerintahan bidang pendidikan di Provinsi Bengkulu.

5- Ijrnas Pemuda dan (Jlahras2l adalah Satuan Peranskat

Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menangani

urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraea di

Provinsi Bengkulu.
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6. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan

ciaram penleienggaraan sysrem penciicirxan nasronai olen

Pemr-rintah Pcmerintah Provinsi, pemcrinteh

8.

kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan

maslarakat dan satuan pcndidikan agar proses peiididikan

dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan

nasional.

7. PenyelenggaJaan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan

komponen svstem pendiciikan pada satuan atalr Drogram

pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar

proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional.

Sekoiah Menengah Atas. yang selanJutnlra disingkat SMA.

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menvelenggarakan pendidikan umum pada jenjang

pendidikan menegah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau

bentuk lain 1'ang sederajat atau lan_iutan dari hasii bela_iar

1'ang diakui sama/setarasMP, MTs.

Sekolah Menegah Atas Negeri Keberbakatan Oiahraga

selanjutnya disebut SMANKO adalah Sekolah Menengah

Atas Negeri Keberbakatan Oiahraga Provinsi Bengkr,ilu.

Kepala Sekolah adalah Kepala SMANKO.

Wakii Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala SMANKO.

Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang

berkualitas sebagai e.uru. dosen.konseior . Damona beiajar.

widyais*,ara, tulor, i1-lstr-uktur dan sebutan lain sesuai

dengan kekhususannva serta be.partisiDasi dalam

me oyelenggarakan pendidikan.

9.

10.

t1.

12.

13. 'ltnaga Kependidikan adalah tenaga vang mengabdikan dan

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan

sesuai peraturan perundang-undangan.

14. Tenaga Pelatih adalah tenaga yang bertugas sebagai pelatih

pada SMANK0 sesuai cabang olahraea masing-masrne.

15. Guru adalah jabatan lungsional tertentu dengan tugas

utama mendidik. mengajar. membimbing. mengarahkan.

melatih, menilai dan mengevaltrasi peserta didik dan

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-unctang3n.
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BAB II

MAKSUD DAN I'UJUAN

Pasal 2

l1l Peratlrran (;ubernur ini dimaksudkal sebagai pedoman

penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri

Keberbakatan Lllahrasa Provinsi Benskulu.

{2) Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini untuk

mengatur penyelenss,araan Sekolah Menengah Atas Nege..

Keberbakatan Olahraga Provinsi Bengkulu sesuai ketentuan

Deraturan pen-rnalans-unalang.an vang berlaku.

BAB III
PEiii ELEi{GGARiAii SiviAiiiiO

Bagian Kesatu
Pcnvelenqgaraan SMANX(J

Pasal 3

[1) Untuk menyeienegarakan Dendidikan pada SMANKO

dibentuk Organisasi Penyelenggara SMANKO

(2i Oreanisasi Penvelenggaraan SMANKO berkedudukan pada

Dinas Pendidikan yang bersifat non struktural.

Basian Kedua
Struktur Organisasi Penyelenggar.i

Pasal 4

(1) Sususnan Organisasi Penyelenggara SMANKO terdiri dari :

a. Pernbina;

b. Penarggungjau,ab;

c. Koordinator;

d. Pengelola Satuan Pendidikan SMANKO;

i2) Pengeloia Satuan Pendiciikan SMANKO sebagaimana

dimaksud pada a]'at (1) huruf d te.diri dari:

1. Kepala sekolah:

2. Wakil Kepala St'kolah;

3. Kepala Tenaea Administrasi:

4. Koordinator Manajemen Mutu;

5. Ketua Program:

6. Guru Bimbingan dan Konse)ing

7. Tenasa Pendidik:

8. Tenaga Kependidikan; dan

9. Tenaga Peiatih;
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(2) Keanggotaan Organisasi Penyelenggara SMANKO terdiri dari

unsur Pcmerlnrah Pruvlnsl rcngkuru yang memiiixr

kompetensi dihidnng pendidikan dan olahraga, r.rnsur

akademisi bidang pendidikal dan olahraga, dan unsur dari

lcmbaga r.rorr pe erintah di bidang pendidikan dan olahtaga

di Provinsi Bengklrlu.

i3) Keanggotaan Organisasi Penyeienggara SMANKo

sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan kepada Gubernur

oieh Kepala lJinas Pendiciikan berkoordinasi dengan Kepalzr

Dinas Pemuda dan Oiahraga untuk ditetapkan dengan

KeDutusan Gubemur.

(4) Susunan Organiszr.si Penyelenggara SMANKO sebagaimana

dimaksud oada ayat l1l seianjutnya tercantum daiam

Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Ragian Ketiga

Ti.rgas dan Fungsi

Pasal 5

Or€anisasi Penyelenggara SMANKO mempunyai tugas

meD,.'eienggarakan sistem pendrdikan serta menlmuskan dall

menetapkan kebijakan yang dipe.lukan untuk pelaksanaan

pendidikan Dada SMANKO.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalanr

pasai 5, (lrgalisasi Penvelengsara SMANKO memDrjnvai

fungsi:

a. PeN.usunan rencana srategis SMANKO:

b. Perumusan regulasi untuk kebijakan penyelenggaraan

SMANKO.

c. Penr-rsunan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan

SMANiio: dan

d. Fivaluasi dan pelaporan pen]'elenggaraan SMANK()

Pendidikan sesuai ketentuan Deraturan perundairg-

undangan.
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Bagian Keempat

iata tler.ia

Pasal 7

Kepala Dinas pendidikan dan Kepala Dinas Pemuda dan

Olahraga secara eks of-ticio menjabat sebasai

penanggungjawab penyelenggara pendidikan SMANKO.

Pembagian kewenangan pejabat penangzungjawab

penyelenggara pendidikar pada SMANKO sebagaimana

dimaksud pada ayat {ll selanjutnya dituangkan dalam nota

kesepahaman antara Kepala Dinas Pendidikan dengan

Kepala Dinas Pemuda dan Oiahraga.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2J. Kepala Dinas Penciidikan dan Kepala Dinas

pemuda dan olahraga bertanggungiawab kepada

Gubernur.

t2.\

(3)

(.2.)

(3)

Pasal 8

(1) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat

{21 bertindak sebaeai pengelola satuan pendidikan

SMANKO, dan bertanggungjawab kepada Gubernur

melalui pe,iabat penanssungiawab penveienggara

pendidikan SMANKO.

Kepaia Sekoiah sebagaimana dimaksud oada ayat il)
menyelen5garakan fungsi manajemen pendidikan berbasis

sekolah.

Penyelenggaraan fungsi manajemen pendidikan

sebagaimana ciimaksud ayat 12) antara iain untuk

memimpin pengelolaan SMANKO, merancang dan

menlrrsun kebi.jakan pengeloiaan. mengakomodir <ian

mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

fungsi SMANKO daiam menyelenggarakan pendidikan

formal dan pelatihan keberbakatan dalam bidang

Oiahraga.

Uraian tugas dan tata kerja pengelola satuan pendidikan

SMANKO sebagaimana dimaksud pada Pasai 4 al,/at (2)

huruf d selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala

Sekoiah.

14)
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(2)

tl)

(2t

(1)

BAB IV

PF]SERTA DIDIK

Pasal I

Peserta didik SMANKo berasala dari peserta didik vang

memiliki nilai akademik yang ditentukan dan memiliki

potensi bakat istimewa serta berprestasi cii bidang

olahraga, serta telah memenuhi persyaratan untuk

meneikuti pendidrkan tingkat menegah atas.

Tata cara seleksi dan pemilihan peserta didik, persyaratan

akademik. serta potensi bakat istimewa dan prestasi

bidang olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1)

selaniutnya diatur <ienean Peraturan Kepala Sekolah

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

beriaku.

BAB V

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Dinas

Pemuda dan olahrasa bertanggungiawab untuk

menyediakan sarana dan prasarana pada SMANKo.

Sarana dan prasarana penciidikan SMANKO sebagaimana

dimaksud ayat (1) sesuai dengan standar pelayanan

pendidikan nasionai.

Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga

menqanggarkan aiokasi dana untuk pengadaan sarana

dan prasarana pendidikan SMANKO sesuai dengan

kewenangannYa masinq masing.

BAB VI

PENCELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kcsatu

Pasal 1 1

Penyelenggaran pendidikar SMANKO dikelola secara

teknis oleh pengelola satuan pendidikan SMANKO.

Pengeloia satuan pendidikan SMANKO meiaksanakan

kegiatan pembelajaran terhadap peserta didik berdasarkan

kurikulum pendidikan formal dan peiatihan keberbakatan

olahraga-

(1)

(3)

l2)
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(3) Kurikulun pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan

orahraga 5.vrAi\ hu seranjut nya orsusun oien penyeienggara

SMANKO dan ditetapkan dengan Peratrran l(r:pala

Sekolah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Asrama

Pasai 12

Dalam rangka menunjang prestasi akademik dan prestasi

cii bidang oiahraga, maka peserEr riiciik wajib dnggai <ii

asrama selama mengikuti pendidikan di SMANKO.

Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga

meny-ediakan fasilitas t,ang dibutuhkan oleh pcserta didik

selama tinggal di asrama termasuk konsumsi, dan lasilitas

lainnya sesuai standar kebutuhal dasar.

Untuk menunjang terselenggaranya pelayanan asrama,

Kepaia Sekoiah berwenang menuniuk pe.jabat penselola

asrama yang berasal dari satuan pengelola SMANKO.

Penunjukan pelabat pengelola asrama sebagarmana

dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Sekolah

berkoordinasi ciengan pejabat oenanegungla*ab

penyeleng;ara SMANKO.

(21

{3)

t_4)

{1)

Bagian Ketiga

Penilaian Prestasi Peserta Didik

Pasal 13

Evaluasi kegiatern belajar pendidikan formal dan pelatihan

preslasr oranraga Dagl peserla olcllK slu^L'iiiu

dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang

undangan yang berlaku pada saiuan pendidikan iormal.

Hasil evaluasi sebagaimana pada dimaksud pada ayat (1)

menjadi dasar penilaian terha<lap setiap peserta didik

dalam mengikuti pendidikan pada SMANKO.

Tata cara evaluasi dan penilaian peserta didik pada

SMANKO diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekolah

ber-oedoman paoi, kelenluan pelal uran DcrundaDc-

undangan yang berlaku.

l2l

{3)
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{1t

(1)
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BAB VII

PEMBINAAN I]AN EVALUASI

Pasal 14

Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Dinas Pemuda dan

Olahraga secara terkoordinasi melakukan pembinaan,

monitoring dan evaiuasi terhadap penyelenggaraan

pendidikan pada SMANKO.

Pembinaan. monotoring darr evaluasi penciidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan

khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi bakat

istimewa.

Hasil pembinaan monotoring dan evaluasi dilaporkan

keDada cubernur melalur Sekretaris l)aerah oleh Keoala

Dinas Pendidikan serta Kepala Dinas Pemuda dan

Olahrasa secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu

apabila dibutuhkan.

BAB Viii
PENDANAAN

Pasal 15

Biava penyelenggaraar pendidikan pada SMANKo,

o,oeDankan paaia Anggaran renciapatan cian belaJa

Daerah, dan srrmber pendapatan lainnya yang sah dan

tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan

pcrundang-undangal.

Penganggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belaja

Daerah dialokasikan pada Dinas Pendidikar serta Dinas

Pemuda dan Oiahrasa sesuai dengan kewenangannva

masing masing.

12)

BAB XII

KBIENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Penyelenggaran pendidikan pada SMANKO dilaksanakan

sereiair rnemperoieh Din penciirian SiviAiiKO sesuai keLenLuan

per atDr an perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 17

Peraturan (iubernur inr mulai beriakr,r oada tansgal yang

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkal

pengundangan Peratural Gubernur ini dengal
penempatannya dalam tserita Daerah Provinsi Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25 - 5 - 2016

GUBERNUR BENGKULU.

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 27 - S 2016

PIt. SEKRETARIS DAEIIA.H PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMEzuNTATIAN DAN KESRA,

trd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesualdengar asiinva
TGPALA/E[#O HUKUM.

n.,.Hfl&", ,.,
Pa-b.* Ut"-a M",1"

NrP.1969090s 199403 I 011
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